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narasumber berarti sumberdaya manusia di PT Bio Farma (Persero) merupakan 

aset penting yang menggerakkan roda perusahaan dengan berbagai skill dan 

kemampuan pengetahuan yang baik guna keberhasilan tujuan perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate 

Communication PT Bio Farma (Persero), yang dimana dengan adanya 

undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan kegiatan dan 

program dalam penyebarluasan informasi di PT Bio Farma (Persero). Dan adanya 

undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik sangat memudahkan 
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Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) untuk mengerti informasi 

yang layak atau tidak layak untuk dipublikasikan agar tetap menjaga citra baik 

perusahaan. Corporate Communicatio PT Bio Farma (Persero) telah 

melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang yang mewajibkan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) untuk ikutserta memberikan pelayanan berupa informasi 

kegiatan dan usaha perusahaan kepada masyarakat dan pemohon informasi. 

Dengan media elektronik yang dimanfaat dengan baik oleh internal perusahaan 

menjadikan penyebaran informasi lebih cepat dan mudah. Hal ini juga sejalan 

dengan keterbukaan informasi publik menurut undang-undang bahwa penyebaran 

informasi dapat menggunakan bantuan media elektronik atau non-elektronik 

sesuai kebutuhan perusahaan.  

Selanjutnya, adapun beberapa faktor pendukung yang menentukan 

keberhasilan tujuan visi misi dan pencapaian perusahaan. Faktor-faktor tersebut 

antara lain adalah faktor komunikasi, faktor disposisi, faktor sumber daya, dan 

faktor struktur birokrasi. Dari seluruh faktor yang telah disebutkan memiliki peran 

penting dalam keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Disini 

peneliti akan menyimpulkan semua faktor tersebut sesuai dengan pembahasan 

yang telah dianalisis di bab sebelumnya sebagai berikut: 

 

6.1.1 Komunikasi 

Pengimplementasian keterbukaan informasi publik oleh Corporate 

Communication PT Bio Farma (Persero) berdasarkan data dari hasil wawancara 

dan observasi, peneliti beranggapan bahwa Corporate Communication PT Bio 

Farma (Persero) melakukan komunikasi dengan baik dan jelas dengan internal 
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maupun dengan stakeholder lain yang memiliki kerjasama dengan pihak 

perusahaan guna keberlangsungan jalannya suatu program. Komunikasi sangat 

berperan penting guna menciptakan suatu kegiatan dapat dikatakan berjalan baik 

dari konsistensi dan penyampaian informasi dari komunikasi tersebut. Corporate 

Communication PT Bio Farma (Persero) dalam proses komunikasi di internal 

menggunakan peran media komunkasi seperti Intranet yang hanya bisa diakes 

oleh karyawan internal perusahaan saja. Adanya peran media komunikasi tersebut, 

sangat membantu proses penyebarluasan informasi kepada Dinas Kesehatan dan 

Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pemanfaatan intranet oleh Corporate 

Communication PT Bio Farma (Persero) membantu informasi berjalan efektif dan 

dapt terima dengan cepat oleh kedua Dinas. Untuk media elektronik lainnya 

Coporate Communication PT Bio Farma (Persero) memanfaatkan teknologi lain 

seperti website resmi perusahaan ataupun portal BUMN untuk publikasi informasi 

kegiatan yang sangat memudahkan dan mempercepat informasu diterima oleh 

masyarakat dan pemohon informasi. 

 

 

 

6.1.2 Sumber Daya 

Adapun faktor sumberdaya yang sangat penting untuk keberhasilan 

implementasi keterbukaan informasi publik. Corporate Communication PT Bio 

Farma (Persero) sangat memperhatikan sumberdaya manusia yang dimiliki 

dengan memberikan pembekalan kemamapuan dan keterampilan karena PT Bio 

Farma (Persero) percaya bahwa aset penting perusahaan terletak pada sumber 

daya manusia yang berkompeten dan terampil. Dengan memaksimalkan kegiatan 



115 

 

yang dilakukannya, jumlah staf sebanyak 24 karyawan tersebut membuat 

Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) tidak memiliki kendala atau 

hambatan dalam kinerjanya karena individu yang ada memang individu pilihan 

yang ditetapkan untuk menjalankan keterbukaan informasi publik yang memang 

sesuai dengan bidang dan keahliannya. Karena staf yang menjalankan 

implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan individu 

yang berdedikasi dalam bekerja. Ini menjadikan sumberdaya manusia yang 

dimiliki PT Bio Farma (Persero) merupakan kapabel dan kompeten dalam 

impelementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Kemudian tidak hanya 

sumber daya manusia, namun adanya sarana dan prasarana dan ketersediaan 

finansial juga mendukung jalannya implementasi kebijakan publik. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan perusahaan yang sangat layak 

dan memadai dilingkungan perusahaan karena PT Bio Farma (Persero) meyakini 

bahwa kesuksesan berjalannya kinerja juga dipengaruhi oleh fasilitas pendukung. 

Seperti ketersediaan ruang kerja yang layak, komputer, fasilitas transportasi untuk 

urusan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya ketersediaan 

sumber daya finansial yang ada dalam setiap kegiatan sudah menjadi suatu 

kewajiban dari PT Bio Farma (Persero) untuk secara konsisten menyediakan 

anggaran yang sesuai kebutuhan dan dianggarkan untuk setiap kegiatan internal 

maupun eksternal perusahaan yang melibatkan pihak mitra perusahaan sehingga 

meminimalkan terjadinya hambatan. 

 

6.1.3 Disposisi 
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Adanya faktor disposisi sangat mendukung jalannya implementasi 

kebijakan. Dimana faktor disposisi menentukan wewenang dan tanggungjawab 

yang akan diberikan kepada setiap unit/divisi sesuai dengan beban tugas pokok 

dan fungsinya. Disposisi Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) 

berada dibawah pengawasan Sekretaris Perusahaan dimana dalam pelaksanaan 

tupoksi harus mendapat persetujuan dari Sekretaris dan Direksi PT Bio Farma 

(Persero) karena informasi tersebut menyangkut citra baik perusahaan. Tak 

terkecuali pada pelimpahan wewenang kepada mitra perusahaan dalam 

menjalankan kerjasama dengan stakeholders lain jadi lebih terstruktur dengan 

adanya alur pembagian pekerjaan dan tugas secara detail dilakukan. Ini dibuktikan 

dengan minimnya kendala penyebaran informasi dan tugas pokok kepada Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang pada akhirnya menjadikan proses 

impelementasi kebijakan berjalan dengan baik. 

Di Corporate Communication adanya disposisi ini memperjelas dan 

membantu penbagian tugas pokok dan wewenang kepada tiap-tiap seksi yang ada 

di internal Corporate Communication PT Bio Farma (Persero). Dan untuk 

menentukan Standart Operasional Prosedur (SOP) Corporate Communication PT 

Bio Farma (Persero) menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik 

sebagai dasar penyebarluasan informasi yang dimaksud untuk menyesuaikan 

dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Namun dalam proses 

pembuatannya tidak banyak melibatkan Corporate Communicaition PT Bio Farma 

(Persero). Sehingga Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) tidak 

benar-benar terlibat hanya sebagai actor pelaksana kebijakan. 
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6.1.4 Struktur Organisasi 

Hasil Analisis dari struktur birokrasi juga mendukung jalannya 

keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik oleh Corporate 

Communication PT Bio Farma (Persero). Karena jenjang hierarki dan penyebaran 

wewenang di Corporate Communication jadi lebih terstuktur dan jelas. Adanya 

jenjang hierarki juga memudahkan sekretaris dan direksi melakukan pengawasan 

terhadap kinerja corporate communication untuk terus melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya dengan baik. Jadi proses penyebarluasan informai jadi lebih 

terkendali karena adanya pengawasan tersebut. Kemudian dengan adanya struktur 

birokrasi penyebaran wewenang dan telah diamanatkan kepada tiap unit/divisi 

bisa dilakukan dengan terorganisir dan terarah semua porsi dan beban tugas yang 

dilimpahkan. 

 

6.2  Saran 

Menurut peneliti dari analisis diseluruh indikator yang telah dijabarkan 

dibab sebelumnya, peneliti memberikan saran untuk terus meningkatkan dan 

mempertakankan segala kegiatan dan kinerja baik yang menjadi keunggulan 

Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) ataupun perusahaan sendiri. 

Karena sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bio Farma pastinya 

mempunyai strategi tersendiri untuk mengembangkan kegiatan dan usahanya 

kearah yang lebih baik ditahun-tahun mendatang. Peneliti juga menyarankan 

untuk tetap mempertahankan strategi komunikasi internal dilingkup perusahaan 

karena penyebaran informasi diarea perusahaan bisa dilakukan dengan sangat 
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cepat karena melibatkan banyak media elektronik dan non-elektronik yang 

menjadikan setiap karyawan di PT Bio Farma (Persero) mengetahui informasi 

terbaru seputar perusahaan atau diluar perusahaan dengan adanya media 

komunikasi seperti intranet atau e-bulletin milik perusahaan. Peneliti juga 

memberikan saran untuk tetap selalu menjalankan SOP perusahaan dan dalam 

perancangan SOP perlu melibatkan Corporate Communication PT Bio Farma 

(Persero) dalam proses penyusunannya supaya internal perusahaan bisa lebih 

mengetahui secara pasti prosedur yang harus atau tidak harus diketahui. Adapun 

saran yang perlu untuk dikembangkan dan tingkatkan dari mulai indikator 

Komunikasi adalah untuk lebih memperkuat koneksi dengan organisasi yang 

dilibatkan dalam keterkaitan kerjasama program imunisasi, dengan membangun 

koneksi yang baik karyawan akan dengan mudah menciptakan komunikasi yang 

efektif dengan organisasi lain. Selanjutnya indikator Sumberdaya adalah dengan 

meningkatkan pelatihan pengembagan skill dan pengembangan pendidikan untuk 

karyawan yang berstatus tetap. Dengan begitu kualitas dari karyawan akan 

membantu PT Bio Farma (Persero) lebih maju dan membantu mencapai tujuan. 

Kemudian ada indikator Disposisi adalah dengan lebih melibatkan karyawan 

dalam pembentukan Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagai upaya  proses 

kerja agar selaras dan efisien di lingkungan Corporate Communication. Terakhir 

ada Struktur Birokrasi adalah untuk terus meningkatkan pengawasan dalam 

penyebaran informasi dengan begitu seluruh informasi terkait perusahaan yang 

nantinya akan dipublikasikan bisa dipertanggungjawabkan oleh internal. 
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